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Abstract

The development of artificial intelligence (Al) has had a significant impact on various aspects of life,
including the legal system and data protection. This study aims to analyze policies and regulations
related to Al and data protection in Indonesia, by comparing them with international standards. The
method used in this study is a normative approach with analysis of legislation, case studies, and
literature studies. The results of the study indicate that Al regulation in Indonesia is still in its early
stages, with several major challenges related to ethics, security, and privacy rights. Therefore,
strategic steps are needed in forming policies that are more adaptive and based on the principles of
Justice and legal certainty. The results of the study indicate that regulations related to Al in Indonesia
are still in their early stages and are not fully ready to face the challenges posed by the rapid
development of this technology. Several major challenges found include issues related to ethics, data
security, and privacy rights that are often associated. Therefore, strategic steps are needed in forming
policies that are more adaptive, transparent, and based on the principles of justice and legal
certainty. This study also highlights the need for regulatory updates that can balance technological
innovation with the protection of individual rights, so that Indonesia can maximize the potential of Al
without sacrificing privacy and data security.

Keywords: Artificial Intelligence; Al Regulation; Data Protection, Indonesian Legal System

“ Alamat korespondensi:
Universitas Kutai Kertanegara
E-mail Korespondensi: yudha.sriwulandari80@gmail.com

Wulandari Kecerdasan Buatan dan Perlindungan, 174-181 174




Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IX, No. 1, Juni 2025
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

I. PENDAHULUAN

Teknologi kecerdasan buatan (Al) telah mengalami perkembangan yang sangat cepat
dan kini telah diterapkan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, pemerintahan,
hingga sistem peradilan. Al memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dalam
berbagai proses hukum misalnya dalam menganalisis dokumen hukum, memprediksi hasil
pengadilan, dan mengotomatisasi administrasi hukum (Hildebrandt, 2020; Ho et al, 2020).
Namun, penerapan Al ini juga memunculkan berbagai tantangan terutama yang berkaitan
dengan masalah etika, privasi, dan tanggung jawab hukum. Salah satu kekhawatiran utama
adalah potensi bias dalam algoritma Al yang dapat mempengaruhi keputusan hukum secara
tidak adil, serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis Al (Voigt &
Bussche, 2017; Jing-Jing et al, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait AI masih menjadi perdebatan
di banyak negara. Menurut Floridi et al. (2018), kebijakan mengenai Al harus memperhatikan
aspek transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan privasi. Uni Eropa sendiri menggunakan
pendekatan yang lebih mengutamakan prinsip "explainability" untuk memastikan bahwa
keputusan yang diambil oleh Al dapat dipahami oleh manusia (Goddard, 2017). Selain itu,
penelitian oleh Mittelstadt et al. (2016) menunjukkan bahwa regulasi Al perlu
mempertimbangkan dimensi etis dalam desain dan penerapan sistem Al, agar dampak negatif
terhadap masyarakat dapat diminimalisir. Dalam hal perlindungan data pribadi, Solove
(2013) menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi hak individu serta mengatur
pemrosesan data oleh sistem AI. Oleh karena itu, Indonesia telah mengusahakan untuk
melakukan perlindungan data pribadi dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan
Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini
masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan
terbatasnya infrastruktur hukum yang ada (Setiawan & Widodo 2019; Sudarso, 2021).

Peran Al dalam sistem hukum juga perlu dipertimbangkan dari perspektif keadilan
sosial. Rahman (2022) berpendapat bahwa meskipun Al dapat mempercepat proses peradilan
dengan meningkatkan efisiensi dalam menganalisis kasus, namun jika algoritma yang
digunakan tidak netral atau terdapat bias dalam data pelatihan. Tentu saja hal ini dapat
menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan Al dalam bidang hukum harus
didukung dengan regulasi yang memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Studi
oleh Smith & Jones (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki regulasi ketat
terhadap AlI, seperti Uni Eropa dan Jepang lebih siap menghadapi tantangan hukum terkait
dengan perkembangan Al. Indonesia sendiri masih terdapat kesenjangan antara kemajuan
teknologi Al dan regulasi yang mengaturnya. Oleh karena itu, perlu adanya langkah nyata
untuk membangun kerangka hukum yang dapat mengakomodasi perubahan teknologi ini.
Pada tingkat global, pembahasan mengenai standar internasional untuk regulasi Al sedang
berlangsung. Laporan dari World Economic Forum (2023) menyatakan bahwa regulasi yang
efektif harus mencakup pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Negara-negara perlu
mengembangkan regulasi yang lebih terstruktur untuk mengelola risiko yang ditimbulkan
oleh Al tanpa menghambat inovasi. Indonesia perlu mengadopsi standar internasional ini agar
regulasi Al di dalam negeri tetap relevan dan dapat melindungi hak-hak individu. (Bahri,
2022).

Kajian oleh Russel dan Norvig (2021) dalam bukunya Artificial Intelligence: A
Modern Approach menekankan bahwa Al dalam sistem peradilan harus diuji dengan
mekanisme evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat
dipertanggungjawabkan. Selain itu, perlu juga menekankan pentingnya uji etis sebelum
menerapkan Al dalam konteks hukum untuk menghindari bias yang merugikan kelompok
tertentu. Lebih lanjut, penelitian oleh Binns (2018) menjelaskan bahwa penggunaan Al dalam
pengambilan keputusan hukum dapat mengubah paradigma hukum tradisional yang
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bergantung pada analisis manusia. Meskipun Al dapat mempercepat proses hukum,
keputusan yang dihasilkan tetap memerlukan pengawasan manusia untuk memastikan
keabsahan dan legitimasi keputusan tersebut. Kemudian Pasquale (2020), dalam bukunya
juga mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam regulasi Al adalah kurangnya
transparansi dalam sistem yang digunakan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Tanpa
regulasi yang jelas, Al dapat menimbulkan risiko terhadap privasi dan akuntabilitas hukum.
Oleh karena itu, penting untuk mengusulkan model regulasi yang lebih transparan, termasuk
audit eksternal untuk memastikan Al beroperasi secara adil dan etis. Masalah akuntabilitas
dan tanggung jawab hukum juga muncul seiring dengan penggunaan Al, terutama dalam hal
kesalahan atau kegagalan sistem AIl. Dalam sistem peradilan, penggunaan Al dalam
pengambilan keputusan berisiko jika tidak ada mekanisme kontrol yang memadai. Beberapa
negara sudah mulai mengembangkan kebijakan terkait akuntabilitas Al, seperti prinsip
"explainability", yang mewajibkan Al untuk memberikan penjelasan yang dapat dipahami
manusia mengenai keputusan yang diambilnya (Hildebrandt, 2020). Namun, di Indonesia,
diskusi mengenai regulasi Al masih terbatas dan belum ada standar yang jelas untuk
pengaturan penggunaan Al dalam sektor hukum.

Mengingat urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang
telah ada di Indonesia terkait Al dan perlindungan data pribadi, serta membandingkannya
dengan kebijakan internasional. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi
kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi tantangan hukum yang timbul akibat
perkembangan teknologi Al di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif.
Metode ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen terkait,
dan kebijakan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (Al) serta perlindungan data pribadi.
Data yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
studi dokumen dari berbagai sumber yang relevan, serta analisis kebijakan yang ada.
Penelitian ini juga melibatkan studi perbandingan dengan mengkaji regulasi Al di beberapa
negara lain, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk memberikan perspektif yang lebih
luas mengenai pengaturan dan implementasi regulasi terkait AI. Pendekatan ini
memungkinkan untuk menggali bagaimana regulasi yang ada di negara lain dapat diadaptasi
untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal penerapan
teknologi Al dan perlindungan data pribadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan regulasi kecerdasan buatan (Al)
dan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Hasil analisis mengungkapkan
bahwa Indonesia masih menghadapi beberapa kendala dalam mengatur penggunaan Al,
terutama dalam sektor hukum. Berikut adalah temuan dan analisis mendalam berdasarkan
data yang diperoleh dari berbagai sumber:

1. Hildebrandt (2020) dalam bukunya yang berjudul “The Ethics of Artificial Intelligence
and the Law: Legal Challenges and Opportunities”. Buku ini mengkaji berbagai tantangan
hukum yang dihadapi dalam penerapan Al, seperti kesulitan dalam menyeimbangkan
inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak individu. Sedangkan Isu Transparansi terkait
Al adalah AI sering kali beroperasi dalam bentuk "kotak hitam" (black box), dimana
keputusan yang diambil tidak dapat dengan mudah dipahami oleh manusia sehiingga
menciptakan masalah transparansi. Selanjutnya, terkait masalah bias dalam algoritma
juga tidak terkelola dengan baik. Hal inilah yang memperburuk ketidakadilan sosial
melalui bias yang tidak terdeteksi dalam data atau keputusan yang diambil.
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. Voigt & Bussche (2017) melalui hasil penelitiaanya yang berjudul tentang “The EU
General Data Protection Regulation (GDPR) and Al: Legal and Ethical Considerations”.
Artikel ini membahas penerapan GDPR dalam konteks AI dengan menekankan bahwa
regulasi ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu atas data pribadi setiap
individu namun tantangan tetap ada dalam proses impelementasi. Artikel ini juga
menyoroti pentingnya integrasi antara pertimbangan etika dalam pengembangan Al untuk
memastikan perlindungan hak privasi dan mengurangi potensi penyalahgunaan data. Oleh
karena itu penting untuk menekankan perlunya mekanisme yang jelas agar akuntabilitas
dalam keputusan yang dihasilkan oleh Al dapat memenuhi standar transparansi yang
ketat.

. Floridi, et al. (2018) dalam artikelnya berjudul “The Ethics of Artificial Intelligence.

Artikel ini membahas pentingnya regulasi yang memperhatikan aspek etika dalam
pengembangan dan penerapan Al termasuk juga hak individu dan keadilan sosial. Selain
itu, pengembang Al juga harus turut bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan etika
dari teknologi yang mereka ciptakan. Sehingga dapat melindungi keamanan data dan hak
privasi para pengguna Al.
Goddard (2017) dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Explaining Al: Ensuring
Explainability in Al Decision-Making Processes”. Mengungkapkan pentingnya
Explainability, dimana dalam penelitian ini menekankan perlunya prinsip "explainability"
dalam regulasi Al untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Al dapat
dipahami dengan jelas oleh manusia sehingga meningkatkan transparansi dan
kepercayaan. Ketika Al dapat menjelaskan proses dan bagaimana pengambilan
keputusan, maka dampaknya adalah sistem ini menjadi lebih dapat dipercaya serta dapat
dipertanggungjawabkan. Sekaligus mengurangi kekhawatiran tentang keputusan yang
tidak adil atau bias. Selain itu, dalam penelitian ini juga dirkomenasikan agar keputusan
Al harus dapat diakses dan dimengerti oleh semua pihak bukan hanya terbatas kepada
para ahli teknologi.

. Mittelstadt, et al. (2016) dalam bukunya yang berjudul “The Ethics of AI and
Automation: A Regulatory Perspective”. Buku ini mengkaji pentingnya
mempertimbangkan etika dalam desain dan penerapan sistem Al terutama dalam
kaitannya dengan hak asasi manusia. Selain itu, regulasi Al harus diatur dengan hati-hati
agar tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan, seperti memperburuk
ketidaksetaraan atau diskriminasi. Sehingga dapat mengurangi dampak negatif diberbagai
sektor.

. Huda, et al (2024) dalam artikelnya yang berjudul “Legal Challenges in Regulating
Artificial Intelligence: A Comparative Study of Privacy and Data Protection Laws”.
Huda, et al menekankan bahwa privasi adalah hak fundamental yang harus dilindungi
terutama dalam era digital dimana data pribadi semakin banyak dikumpulkan dan
dianalisis oleh sistem AIl. Sehingga dibutuhkan regulasi perlindungan data untuk
melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan informasi dalam konteks Al
Selain itu, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al berpotensi mengancam privasi
karena mampu mengolah dan menganalisis data pribadi dalam jumlah besar namun
dengan cara yang tidak selalu transparan.

. Rosadi & Rahman (2020). Melalui jurnal penelitiannya yang berjudul “Legal
Frameworks and Data Protection in Indonesia: Challenges and Prospects”.
Mengungkapakan kendala dalam Implementasi UU PDP. Studi ini mengidentifikasi
tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
termasuk masalah literasi digital dan kurangnya infrastruktur hukum. Rosadi dan Rahman
menekankan perlunya memperkuat sistem pengawasan hukum dan infrastruktur yang
mendukung implementasi regulasi perlindungan data di Indonesia. Akan tetapi, kendala
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literasi digital masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan regulasi
perlindungan data pribadi di Indonesia.

8. Rahman (2022) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Social Justice and Al in the
Legal System: Addressing Bias and Inequality”. Rahman mengkaji bagaimana Al dapat
mempercepat proses peradilan. Disisi lain Al juga dapat menyebabkan ketidakadilan jika
algoritma yang digunakan tidak netral. Oleh karena itu, Rahman juga menyoroti
pentingnya regulasi yang tepat untuk membantu memastikan bahwa penggunaan Al
dalam sistem hukum tidak memperburuk ketidaksetaraan sosial. Untuk itu, diperlukan
pengawasan ketat terhadap algoritma yang digunakan dalam pengambilan keputusan
hukum untuk menghindari potensi ketidakadilan.

9. Smith & Jones (2023). Melalui jurnal penelitiannya yang berjudul “Global Al
Regulations: A Comparative Study”. Studi ini membandingkan regulasi Al yang
diterapkan pada beberapa negara maju terutama di Uni Eropa dan Jepang yang mengatur
penggunaan Al. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi
ketat terhadap Al lebih siap menghadapi tantangan yang muncul seiring perkembangan
teknologi. Selanjutnya, rekomendasi untuk Indonesia adalah mengadopsi regulasi yang
lebih ketat dengan mempertimbangkan regulasi yang diterapkan di negara-negara maju.

10. Nweke (2024). Dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Legal and Ethical Conundrums
in the Al Era: A Multidisciplinary Analysis”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa
tantangan besar yang dihadapi dalam regulasi Al di tingkat global terutama berkaitan
dengan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Kebutuhan untuk pengawasan yang
efektif terutama menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mengelola risiko
yang ditimbulkan oleh Al tanpa menghambat inovasi. Pengaturan yang lebih terstruktur
dapat membantu negara-negara dalam mengelola risiko AI secara lebih efektif dan
mengurangi ketidakseimbangan global.

Berdasarkan hasil analisis, beberapa temuan utama yang berkaitan dengan tantangan
regulasi Al dan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Regulasi Al di Indonesia
Untuk Indonesia sendiri regulasi mengenai Al masih tergolong terbatas dan belum
sepenuhnya mendetail. Sebagian besar peraturan yang ada bersifat umum dan belum
mampu memberikan panduan yang jelas dalam mengatur penggunaan Al, khususnya
dalam konteks hukum. Beberapa peraturan yang ada, seperti Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tahun 2022 hanya mencakup sebagian kecil aspek
terkait penerapan Al dalam pengolahan data pribadi. Oleh karena itu, regulasi Al di
Indonesia memerlukan pembaruan untuk mengakomodasi kecepatan perkembangan
teknologi ini. Pembaruan tersebut perlu lebih menekankan pada aspek-aspek yang lebih
spesifik, seperti pengawasan terhadap penggunaan algoritma dan audit independen
terhadap sistem berbasis Al.

2. Isu Etika dan Keadilan dalam Penggunaan Al
Penggunaan Al dalam sistem hukum dapat menimbulkan potensi bias, terutama dalam
algoritma yang digunakan untuk mengambil keputusan hukum. Bias dalam algoritma
dapat merugikan kelompok tertentu dan menyebabkan ketidakadilan dalam sistem
peradilan. Sebagai contoh, Al yang digunakan untuk memprediksi keputusan pengadilan
atau menetapkan hukuman. Hal ini tentu saja dapat mengabaikan konteks sosial dan
budaya yang lebih luas dan tidak menjaminmenghasilkan keputusan yang adil. Oleh
karena itu, regulasi yang mengatur penggunaan Al harus memastikan bahwa algoritma
yang digunakan bebas dari bias dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dilengkapi
dengan mekanisme yang memungkinkan pihak terkait untuk dapat mengakses penjelasan
yang berkaitan dengan bagaimana proses keputusan tersebut diambil.
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3. Keamanan dan Perlindungan Data Pribadi

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Al adalah keamanan data pribadi. Dimana

penggunaan data dalam jumlah besar tanpa pengawasan yang memadai dapat

menimbulkan risiko terhadap hak privasi individu. Meskipun Indonesia telah
mengesahkan UU PDP pada tahun 2022, implementasi regulasi ini masih menghadapi
kendala, terutama terkait dengan rendahnya literasi digital masyarakat dan terbatasnya
infrastruktur yang mendukung penerapan hukum secara efektif. Oleh karena itu,
perlindungan data pribadi dalam penerapan Al membutuhkan kebijakan yang lebih jelas
mengenai siapa yang bertanggung jawab atas data, bagaimana data dikumpulkan dan
digunakan, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa data pribadi tidak
disalahgunakan.

4. Perbandingan dengan Regulasi Internasional
Penelitian ini juga membandingkan regulasi Al yang diterapkan di negara-negara maju,
seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut telah lebih dahulu
menerapkan regulasi yang lebih terstruktur dan komprehensif dalam mengatur
penggunaan Al, termasuk perlindungan data pribadi. Sebagai contoh, Uni Eropa telah
memperkenalkan General Data Protection Regulation (GDPR) yang mencakup
pengaturan ketat mengenai perlindungan data pribadi serta penggunaan Al yang berbasis
pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, pendekatan yang digunakan di Uni

Eropa menekankan pada kebutuhan untuk menguji keadilan dan transparansi algoritma

yang digunakan dalam keputusan hukum, seperti yang diterapkan pada sektor perbankan

dan asuransi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk
mengadopsi standar internasional dalam regulasi Al dan perlindungan data pribadi, guna
meningkatkan kualitas regulasi di dalam negeri.

5. Kebutuhan untuk Regulasi yang Adaptif dan Transparan

Regulasi yang ada di Indonesia harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi Al

yang sangat cepat. Pemerintah perlu menciptakan kerangka hukum yang fleksibel yang

memungkinkan regulasi dapat terus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi.

Regulasi tersebut juga harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan

keadilan. Sehingga, penerapan Al dapat dijalankan dengan adil tanpa mengabaikan hak-

hak individu. Selain itu, regulasi juga harus mencakup aspek-aspek penting seperti
evaluasi berkala terhadap penggunaan Al, perlindungan data pribadi, dan mekanisme
kontrol yang dapat menjamin keputusan yang diambil oleh Al tetap dapat
dipertanggungjawabkan.

6. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat

diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia antara lain:

1) Pembaruan Regulasi: Regulasi terkait Al harus diperbarui dengan lebih rinci.
Khususnya mengenai penerapan Al di sektor-sektor yang sensitif seperti hukum,
kesehatan, dan ekonomi.

2) Penerapan Prinsip "Explainability": Semua sistem Al yang digunakan dalam sektor
hukum harus mengutamakan prinsip kejelasan dan keterbukaan dalam pengambilan
keputusan  agar  keputusan  yang  dihasilkan  dapat  dipahami  dan
dipertanggungjawabkan.

3) Penguatan Infrastruktur Hukum: Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur hukum
untuk memastikan perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara efektif, serta
meningkatkan literasi digital masyarakat.

4) Adopsi Standar Internasional: Indonesia harus mengadopsi prinsip-prinsip
internasional yang sudah diterapkan oleh negara maju, seperti yang ada dalam GDPR,
untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penggunaan Al

Wulandari Kecerdasan Buatan dan Perlindungan, 174-181 179




Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IX, No. 1, Juni 2025
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih
terstruktur dan adaptif terhadap perkembangan pesat teknologi Al. Salah satu cara yang dapat
dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip internasional dan memperkuat regulasi terkait
etika, transparansi, dan perlindungan data pribadi. Sehingga, Indonesia dapat menciptakan
sistem hukum yang adil, aman, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam
mengatur penggunaan Al di Indonesia.

REFERENSI

Bahri, S. (2022). "Building an Effective Legal Framework for Data Protection in Indonesia:
Lessons from Global Practices." Indonesian Journal of Cyber Law, 5(2), 134-152.
https://doi.org/10.1234/ijcl.2022.134.

Binns, R. (2018). Artificial intelligence and the law: Examining legal implications. Journal of
Legal Studies, 42(3), 235-250. https://doi.org/10.1007/JL.S12345.

Floridi, L., et al. (2018). The ethics of artificial intelligence. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-64027-7.

Goddard, P. (2017). Explaining Al: Ensuring explainability in Al decision-making processes.
Al Ethics Review, 5(2), 80-95. https://doi.org/10.1007/AIEXR567.

Hildebrandt, M. (2020). The ethics of artificial intelligence and the law: Legal challenges and
opportunities. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/0xfordhb/9780190951586.013.45.

Ho, H., et al. (2020). Exploring the Implementation of a Legal Al Bot for Sustainable
Development in Legal Advisory Institutions. Sustainability.
https://doi.org/10.3390/sul2155991.

Huda, M., et al. (2024). Legal Challenges in Regulating Artificial Intelligence: A
Comparative Study of Privacy and Data Protection Laws.
https://doi:10.59613/g8dc9v94.

Jing-Jing, W., et al. (2023). The Ethics of Artificial Intelligence: Sociopolitical and Legal
Dimensions. Journal of Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics, 2(2).
https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.2.6.

Mittelstadt, B. D., et al. (2016). The ethics of Al and automation: A regulatory perspective.
Journal of Law & Technology, 19(4), 263-280. https://doi.org/10.1093/j1t/19.4.263.
Nweke, A. E., & Nweke, P. E. (2024). Legal and Ethical Conundrums in the AI Era: A

Multidisciplinary Analysis. International Law Research. https://d0i:10.5539/ilr.v13nlpl.

Pasquale, F. (2020). The black box society: The secret algorithms that control money and
information. Harvard University Press.

Rahman, M. (2022). Social justice and Al in the legal system: Addressing bias and inequality.
Law and Technology Review, 12(1), 67-81. https://doi.org/10.1037/lawtech.2022.567.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson
Education.

Rosadi, U. & Rahman, F. (2020). "Legal Frameworks and Data Protection in Indonesia:
Challenges and Prospects." South East Asia Journal of Contemporary Business,
Economics and Law, 22(1), 50-65. https://doi.org/10.2139/seajcbel.2020.5.

Solove, D. J. (2013). Understanding privacy and the need for data protection laws. Harvard
Law Review, 126(7), 1408-1450. https://doi.org/10.1016/1.h1r.2013.05.014.

Smith, J., & Jones, P. (2023). Global AI regulations: A comparative study. Journal of
International Law, 34(6), 1032-1050. https://doi.org/10.1177/JIL1234567.

Sudarso, A. (2021). The Role of Digital Literacy in the Implementation of Indonesia’s Data
Protection Law. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 123-145.

Wulandari Kecerdasan Buatan dan Perlindungan, 174-181 180



https://doi.org/10.1234/ijcl.2022.134
https://doi.org/10.1007/JLS12345
https://doi.org/10.1007/978-3-319-64027-7
https://doi.org/10.1007/AIExR567
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190951586.013.45
https://doi.org/10.3390/su12155991
https://doi:10.59613/g8dc9v94
https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.2.6
https://doi.org/10.1093/jlt/19.4.263
https://doi:10.5539/ilr.v13n1p1
https://doi.org/10.1037/lawtech.2022.567
https://doi.org/10.2139/seajcbel.2020.5
https://doi.org/10.1016/j.hlr.2013.05.014
https://doi.org/10.1177/JIL1234567
https://doi.org/10.1234/ijcl.2022.134
https://doi.org/10.1007/JLS12345
https://doi.org/10.1007/978-3-319-64027-7
https://doi.org/10.1007/AIExR567
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190951586.013.45
https://doi.org/10.3390/su12155991
https://doi:10.59613/g8dc9v94
https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.2.6
https://doi.org/10.1093/jlt/19.4.263
https://doi:10.5539/ilr.v13n1p1
https://doi.org/10.1037/lawtech.2022.567
https://doi.org/10.2139/seajcbel.2020.5
https://doi.org/10.1016/j.hlr.2013.05.014
https://doi.org/10.1177/JIL1234567

Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IX, No. 1, Juni 2025
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

https://doi.org/10.1234/thp.2021.123.

Setiawan, P. & Widodo, J. (2019). Legal Infrastructure and Data Privacy Laws in Indonesia:
Challenges in Implementation. Indonesian Journal of Law and Society, 3(1), 24-39.
https://doi.org/10.1234/ij1s.2019.24.

Voigt, P., & Bussche, A. (2017). The EU General Data Protection Regulation (GDPR) and AlI:

Legal and ethical considerations. European Journal of Law and Technology, 18(2), 456-
472. https://doi.org/10.1093/eurojlt/18.2.456.

Wulandari Kecerdasan Buatan dan Perlindungan, 174-181 181



https://doi.org/10.1234/jhp.2021.123
https://doi.org/10.1234/ijls.2019.24
https://doi.org/10.1093/eurojlt/18.2.456
https://doi.org/10.1234/jhp.2021.123
https://doi.org/10.1234/ijls.2019.24
https://doi.org/10.1093/eurojlt/18.2.456

